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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang 

kita tempati dan dapat mempergaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini juga di jelaskan 

oleh Munanjat Danusaputrro bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan 

kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat 

manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan 

jasad hidup lainnya.1 Hal ini juga sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), bahwa 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan 

makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.2 

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan 

kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan 

hidup di mana sumber daya alam ada di dalamnya kesejahteraan rakyat hendak 
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diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan (welfare 

state), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. 

Segala aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan 

memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.3 

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan 

hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28 H ayat (1) Undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi 

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.4 

Kehadiran Undang-undang lingkungan hidup ini dasarnya adalah bagian 

terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan sosial, budaya dan 

peradabannya. Selama ada kehidupan manusia, baik sejak lahir bahkan ketika masih 

 

 

3 Hakim. 
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N iOM iOR 32 TAiHUN 2009 TiENTAiNG PiERLINDUNGAiN DAiN PiENGiELiOLAiA iN1’, Supairyaint io 
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berada dalam alam kandungan, faktor lingkungan adalah satu hal yang tak bisa 

dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Oleh karena itulah manusia dan 

lingkungan menjadi aspek penting dalam kehidupan. Apalagi hidup b ierniegara dan 

bierbangsa, rakyat mienjadi satu kiesatuan ruang dan waktu mienjadi piengaruh 

lingkungan itu siendiri kiebierlangsungan sierta kiesiehjat ieraan manusia siebagai mahluk 

hidup. Dalam miemienuhi siegala kiebutuhan manusia dan kiebierlangsungan dipierlukan 

piembangunan bierkielanjutan dan sampailah pada saat ini iera gliobalisasi mienjadi 

p ieluang yang cukup biesar diengan bierkiembangnya infrastruktur dan biertumbuhya 

pierusahaan-pierusahaan yang bierp ieran p ienting yang kita rasakan hasil pr ioduksinya 

hingga miempiengaruhi siekt ior-siekt ior siendi kiehidupannya. 

Maluku Utara adalah siebuah Priovinsi kie 33 dari 38 Priovinsi yang ada di 

Ind ioniesia, Maluku Utara sielain dikienal siebagai pienghasil r iempah-r iempah t ierbiesar 

siejak zaman pienjajahan B ielanda diengan ViOC-nya, daierah ini t ierkienal juga diengan 

hasil sumb ier daya alam di p ierut bumi di bidang p iertambangan yang sangat mielimpah 

yakni iemas, timah, nik iel, batubara, dan biji biesi/pasir biesi. Catatan Aliansi Masyarakat 

Adat Nusantara (AMAN) Malut, liebih 2 juta hiektar mienjadi piertambangan diengan 335 

izin. Dari situ, ada tiga p ierusahaan tambang miemiegang kiontrak karya. Yakni, PT 

Anieka Tambang (Antam), yang bierioprasi di Kabupat ien Halmah iera Timur yang 

mierupakan p ierushaan BUMN, PT. Wieda Bay Nikiel yang bierioprasi di Kabupat ien 

Halmahiera T iengah kiepiemilikanya mienurut infiormasi yang p ienulis dapatkan bierasal 
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dari kanada dan PT. Nusa Halmah iera Minieral (NHM), yang bierliokasi di Kabupat ien 

Halmahera Utara yang kepemilikannya berasal dari Australia.5 Sisanya, izin usaha 

piertambangan iolieh daierah, yang kiepiemilikanya baik inviestior dalam niegieri maupun 

luar nieg ieri. 

Priovinsi Maluku utara juga mierupakan salah satu daierah miemiliki p iotiensi 

sumbier daya alam yang sangat bierlimbah dalam hal ini P iertambangan, hasil hutan, laut 

dan pierkiebunan. P iotiensi t ierbarukan dan tidak tierbarukan diantaranya, k ielapa, pala dan 

c iengkih (subsiect ior-Pierkiebunan); iemas, dan Nik iel (siektior piertambangan); sierta ikan 

dan hasil laut lainnya (subsiekt ior pierikanan). Siecara hist ioris, wilayah ini mierupakan 

pusat pierdagangan r iempah-riempah diengan tanaman pala dan ciengkih siebagai kiomioditi 

p ierkiebunan utama yang dikieliola pienduduk yang rielatif mahal dipierdagangkan di pasar 

iEriopa pada awal masa pienjajahan di Nusantara. Kiedua kiomioditi ini (pala dan ciengkih 

siebagai r iempah-r iempah) mierupakan salah satu alasan awal k iedatangan bangsa iEriopa 

(Piortugis, Spanyiol dan Bielanda) kie nusantara. 

Kiebieradaan siekt ior piertambangan siepierti piertambangan Mangan dan Nik iel di 

Priovinsi Maluku Utara, siebagai salah satu sumb ier daya alam yang tidak dapat 

dipierbaharui sangat dip ierlukan untuk mienunjang piembangunan. S iekt ior piertambangan 

ini sielain miemb ierikan k iontribusi siecara iekioniomis pada tingkat liokal maupun nasiional 

agar kiebieradaannya dapat biertahan lama, maka sudah sieharusnya piemanfaatannya 

 

5 Faikultais Sya iri, ‘Urgiensi Piembientukain Pieraiturain Daiieraih Pierlindungain Lingkungain Hidup Bierdaisa irkain 

Instrum ien iEkioniomi Di Mailuku Utairai’, 2.2, 37–50. 
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dilakukan siecara bijaksana dan t ieriencana siehingga dapat diwariskan kiepada gienierasi 

yang akan datang. Kiegiatan piertambangan jika tidak dilaksanakan s iecara t iepat dapat 

mienimbulkan dampak niegatif t ierhadap lingkungan, t ierutama gangguan k iesieimbangan 

iermukaan tanah yang cukup biesar. iOlieh kariena itulah P iemierintah Pr iovinsi Maluku 

utara juga harus miemiliki pieran pienting dalam hal ini miengawasi k iegiatan piengieliolaan 

piertambangan di Priovinsi Maluku utara. 

Hal ini sangat bierimplikasi siengnifikan t ierhadap k iehidupan siosial masyarakat 

adat. Sielain asp iek yang katanya “p iositif”, dalam bientuk dievisa bagi P iendapatan Asli 

Daierah (PAD), k iehadiran inv iestasi piertambangan ini justru liebih mienimbulkan 

dampak niegativie bagi masyarakat liokal, yang banyak mienggantungkan kiehidupannaya 

di sektor pertanian dan perikanan.7 Dengan kehadiran beberapa investasi pertambang 

tierjadilah k ionflik antara masyarakat dan pihak pierusahaan, k ionflik biermulah pada saat 

piemierintah miengieluarkan k iebijakan Izin Ar ieal Pienggunaan Lain (APL) k iepada 

pierusahaan di dalam pierkiebunan warga siebagai piemilik hak atas tanah. Masyarakat 

yang siehari-harinya tinggal dan hidup dari hasil usaha p ierkiebunan dipaksa untuk 

tundak tierhadap kieputusan p iemierintah. Masyarakat saat ini tidak lagi m iengieliola tanah 

pierkiebunannya dan aks ies mier ieka tierhadap tanah dibatasi iolieh pierusahaan yang bierdiri 

 

6 Saiful Hi. Soleman, Rusdin Alauddin, and Irham Rosyidi, ‘Efektivitas Pelaksanaan Amdal Pada 

Kiegia itain Piertaimba ingain Di Pr iovinsi Mailuku Utairai’, Laiw J iourna il, 3.2 (2020), 79–92. 
7 Muhammad Ken Maulidi and others, ‘Kajian Teknis Alat Muat Dan Alat Angkut Produksi Total 

Maitieriail Mioviem ient Paidai Taimbaing Nikiel PT. Saimudierai Muliai Aiba idi, Jiobsitie Wiedai  Baiy Nick iel, 

Ka ibupa itien Ha ilmaih ierai T iengaih, Mailuku Utairai’, Jurnail Miniera il, iEniergi, Dain Lingkungain, 6.1 (2022), 

27 <https://dioi. iorg/10.31315/jm iel.v6i1.6685>. 
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di atas tanah milik warga. Siecara langsung maupun tidak langsung piemierintah t ielah 

mielakukan p ienggusuran t ierhadap masyarakat dari tanahnya siendiri diengan dalil 

P iendapatan Asli Daierah (PAD) Kabupat ien Halmahiera T iengah. 

Kiehadiran kiorpiorasi di Priovinsi Maluku utara salah satu nya PT Ind ioniesia Wieda 

Bay Industrial Park s iebagai di wilayah k ionsiesi siekitar 13 hiektar yang bierada di 

kawasan hutan lindung. Siebagaimana dik ietahui, di wilayah ini dulu ada tiga k iomunitas 

suku t ierasing: T iogutil yang paling biesar, lalu Ling ion (bulie Halmahiera), dan B ierie-bierie. 

Wilayah iEkspliorasinya bukan hanya di Kabupat ien Halmahiera T iengah mielainkan juga 

biebierapa Kabupat ien lainnya. Diengan kiondisi yang diemikian bukan bierarti siemua 

lahan yang diiekspliorasi siebagian kiecil hanya liokasi-liokasi yang t ierindikasi adanya 

mineral berharga yang dieksploitasi.8 Dengan beroperasinya perusahaan tambang 

tiersiebut dan dir iesmikan P iemierintah siebagai Kawasan Industri PT Ind ioniesia Wieda Bay 

Industrial Park (IWIP) s iejak tahun 2018 yang t ientunya miembutuhkan tienaga kierja. 

Animio piencari k ierja yang banyak sudah kurang liebih ribuan karyawan, diengan rincian 

karyawan IWIP yang bierasal dari Lingkar Tambang Halt ieng, Maluku Utara dan 

karyawan dari Indioniesia Timur sierta Nasiional. Pihak inviest ior juga miembawa p iekierja 

TKA dari niegaranya. 

 

 

 

8 D I Pierusaihaiain, Taimba ing Pt, aind Wiedai  Baiy, ‘KiEHIDUPAiN SiOSIAiL iEKiONiOMI PiEKiERJA i  

PiERiEMPUA iN DI PiERUSAiHAiAiN TAiMBA iNG PT. WiEDAi  BAiY NICKiEL (Studi Kaisus 

Ma isya iraika it Lingkair Taimbaing Diesa i  L ielilief Kieca ima itain Wieda i Tiengaih Kaibupa it ien Hailmiehaira i  

Tiengaih)’, 13.4 (2020), 1–20. 
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Hal ini juga di jielaskan dalam Undang-Undang Niomior 4 Tahun 2009 t ientang 

P iertambangan Min ieral dan Batubara (UU Min ierba) siebagai salah satu undang-undang 

yang t ierkait diengan p ieng ieliolaan sumbier daya alam. Sist iem p ienguasaan dan 

piengieliolaan t ierhadap minieral dan batubara miengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Kiekayaan alam bierupa minieral dan batubara dikuasai dan dik ieliola iolieh niegara untuk 

siebiesar-biesarnya kiemakmuran rakyat. Hal ini satu kiet ientuan pun dalam UU Min ierba 

yang miembierikan p iengakuan dan pierlindungan t ierhadap hak-hak MHA yang 

iendiami daierah yang kaya akan sumb ier daya minieral dan batubara. 

 

Dalam kiehidupan biermasyarakat, pihak pierusahan juga miempunyai kiewajiban 

atas kiegiatan dalam mienjalankan tindakan-tindakan yang mienyimpang atau kiejahatan 

lingkungan siepiertinya bielum biegitu sierius dan t ieliti dalam p ienangagan analisis 

dampak lingkungan (AMDAL), t ierhadap hasil piengieliolaan piertambangan iolieh pihak 

PT. IWIP di Priovinsi Maluku utara. Hal ini dapat kita lihat pristiwa yang t ierjadi pada 

tahun 2018 hingga pada tahun 2021 lalu yaitu p ieristiwa pienciemaran lingkungan di 

aliran sungai yang biermula t ierjadi akibat piembuangan limbah piertambangan di sungai 

maupun laut di lakukan iolieh PT. IWIP di Priovinsi Maluku utara, kabupat ien Halmahiera 

tiengah, kiec wieda t iengah, d iesa Lielilief yang bierakibatkan t ierjadinya k ierusakan 

lingkungan di wilayah masyarakat adat.10 Dengan pembuangan limbah sembarang oleh 

 

 

9 Mairthien B. Sailinding, ‘Prinsip Hukum Piertaimba ingain Minierail Dain Baitubairai Yaing Bierpihaik Kiepa idai 

Ma isya ira ika it Hukum Aida it’, Jurnail Kionstitusi, 16.1 (2019), 148 <https://dioi. iorg/10.31078/jk1618>. 
10 Saiiful Hi. Siol iema in, Rusdin Ailaiuddin, aind Irhaim Riosyidi. 
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pihak PT. IWIP ini juga bierdampak biesar tierhadap k iehidupan lingkungan s iosial, 

budaya, iekioniomi iolieh pihak masyarakat adat m iemiliki piekierjaan pietani maupun 

nielayan. Pihak k iorpiorasi juga harus miemiliki tanggungjawaban p ienuh baik siecara 

hukum atas tindakan-tindakan hasil iekpiolitasi hutan siehingga bierdampak kiepada 

lingkungan masyarakat adat. 

Kierusakan lingkungan hidup atas pienciemaran yang t ierjadi jika tidak dik ieliola 

diengan baik, t ierliebih dahulu yang miengandung bahan kimia yang dapat mienyiebabkan 

k ierusakan hingga miembahayakan k iesiehatan manusia dan lingkungan. iOlieh itu 

dipierlukannya piengawasan pada asp iek p ieng ieliolaan lingkungan hidup yang biasa 

dik ienal Piejabat P iengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan P iejabat Piengawas 

Lingkungan Hidup Da ierah (PPLHD) baik siecara langsung maupun tidak langsung 

miempunyai tugas untuk miembierikan p ierlindungan bagi masyarakat siekitar adapun 

mieng ienai izin lingkungan yang harus dikant iongi bierupa (AMDAL) atau upaya 

piengieliolaan lingkungan hidup (UKL)dan upaya p iemantauan lingkungan hidup (UPL) 

dalam rangka t ierciptanya lingkungan yang baik dan bierpijak pada hakikatnya siebgai 

ieng iendalian tindakan p iengieliolaan lingkungan hidup. 

Niegara, Piemierintah, dan sieluruh p iemangku kiepientingan miemiliki k iewajiban dan 

amanah atas tindakan p ierlindungan atas pieng ieliolaan lingkungan hidup dalam 

impliemientasinya t ietap k iehidupan mienjadi alur pienyieliesaian p iermasalahan yang t ierjadi 

 

11 Muhaimaid Taintio, ‘Ainailysis iof Ma inaig iem ient Riesp ionsibility fior Liquid Waist ie Disp iosa il iof Ciompainy in 

Ka iraiwa ing District’, 2022, 50–58. 
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di masyarakat dan mahluk hidup lainnya d iengan mienggunakan P ieraturan Mient ieri 

Niomior 2 Tahun 2013 t ientang Pied ioman Pienierapan Sanksi Administratif di Bidang 

Pierlindungan dan P ieng ieliolaan Lingkungan Hidup untuk miengatasi piermasalahan 

p ierizinan siehubungan mielihat P iERMiEN Niomior 13 Tahun 2011 t ientang Ganti 

Kierugian Akibat Pienciemaran dan/atau Kierusakan Lingkungan Hidup miengatur 

miengienai dasar bientuk piertanggungjawaban k iorpiorasi dalam mielakukan pienciemaran 

lingkungan. 

Diengan adanya Undang-undangan ini dapat mienjadi bahan acuan untuk dalam 

p ieng ieliolaan sumb ier daya alam, salah satunya di bidang P iertambangan. Maka dari 

itulah para pihak p ieniegak hukum dapat mienyieliesaikan tindak pidana lingkungan yang 

tierjadi khususnya p ienciemaran limah industry di lingkungan masyarakat yang s iering 

marak t ierjadi t ierutama bagian pierkiotaan hingga pierd iesaan t ierp iencil. Kiebierhasilan 

suatu pieraturan pierundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana p ienierapan dan 

pieniegakannya. Apabila pieniegakan hukum tidak bierjalan diengan baik, pieraturan 

pierundang-undangan bagaimanapun siempurnanya tidak atau kurang bierarti siesuai 

diengan tujuannya. P ieniegakan hukum mierupakan dinamisat ior pieraturan pierundang- 

undangan.12 

 

 

 

 

12 Fairaih Nur Laiily aind Faitmai  Ulfa itun Naijichai, ‘Pien iega ikain Hukum Lingkungain Sieba iga ii Upa iya i  

Miengaitaisi Piermaisa ilaihain Lingkungain Hidup Di Indion iesiai’, Waica ina i Pairairma irtai, 21.2 (2022), 17– 

26 <http://www.pa ira imairtai.wieb.id/indiex.php/pairaimairtai/airticlie/vi iew/184>. 

http://www.pairaimairtai.wieb.id/indiex.php/pairaimairtai/airticlie/viiew/184
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Sudah sepatutnya pihak Pemerintah Provinsi Maluku utara dalam hal ini harus 

memberikan pengawasan penuh terhadap pihak korporasi yang ada di Provinsi Maluku 

utara salah satu di PT. IWIP atas pem buangan hasil produksi limbah tambang di 

wilayah masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu Pertanggungjawaban pihak korporasi 

PT. IWIP maupun Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Dinas lingkungan hidup lebih 

detail dalam melakukan pengawasan atas operasinal oleh pihak Korporasi. Apabila hal 

tersebut terdapat usaha-usaha pemulihan kembali baik kepada warga sekitar ataupun 

pemulihan aliran sungai dan laut yang berada di lingkungan tersebut 

Penulis ingin menjabarkan dan membahas mengenai bagaimana faktor penyebab 

korporasi melakukan pencemaran lingkungan dalam kegiatan penambangan, bentuk 

pertanggunjawaban pihak korporasi terhadap masyarakat adat dan konsep ideal dalam 

pertanggungjawaban korporasi atas mengatasi pencemaran lingkungan di Provinsi 

Maluku utara. 

B. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas tersebut di atas ada beberapa 

permasalahan yang dapat identifikasi di daerah penelitian, sehingga di dapatkan 

rumusan masalahnnya sebagai berikut: 

1. Apa faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan oleh Korporasi PT. 

IWIP terhadap masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah 
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2. Pertanggungjawaban korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat ketika terjadi 

pencemaran lingkungan di Kabupaten Halmahera Tengah 

3. Bagimanakah konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap 

masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup wilayah 

Penambanagan PT. IWIP di Kabuapten Halmahera Tengah. 

 

 

C. Tujuan penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini penulis berpegang pada rumusan masalah, dan seperti 

yang dijelaskan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya pencemaran 

lingkungan oleh korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat di Kabupaten 

Halmahera Tengah. 

2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan bagimana pertanggugjawaban PT. IWIP 

dalam Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh Masyarakat ketika terjadi 

pencemaran lingkungan oleh korporasi PT. IWIP di Kabupaten Halmahera 

Tengah. 

3. Mengembangankan konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi 

terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup 

wilayah Penambanagan PT. IWIP di Kabuapten Halmahera Tengah. 



12  

 

D. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum pertanggungjawaban Korporasi 

atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat adat di Provinsi Maluku 

utara yang diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi baik secara 

teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: 

 

 

1. Manfaat Teoritis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi tambahan dalam wawasan keilmuan 

dan pengetahuan tentang bagaimana status hukum Pertambangan di Indonesia 

yang akan memberikan dampak baik kepada masyarakat di Indonesia. 

 

 

2. Manfaat Praktis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan tambahan referensi 

bagi pejabat publik berwenang, pengambil kebijakan, pengamat, masyarakat 

adat/umumnya supaya terlaksananya asas-asas hukum maupun pengawasan 

terhadap korporasi dan Pemerintah Provinsi Maluku utara. 

 

 

A. Keaslian penelitian 

 

Penelitian yang berkaitan tentang pertanggungjawaban korporasi atas 
pencemaran lingkungan masyarakat adat di Provinsi Maluku Utara termasuk hak yang 
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baru menjadi fokus penelitian, namun dalam beberapa penelitian sebelumnya lebih 

banyak membahas kepada aspek perizinan, kebijakan, hukum pertambangan dan 

masyarakat adat. Sehingga dalam penelitian ini lebih berfokus kepada 

Pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran lingkungan di wilayah masyarakat 

adat wilayah Provinsi Maluku utara. adapun penelitian dan karya tulis penulis lain 

sebelumnnya yang ditemukan di situs online guna dijadikan bahan referensi antara lain: 

1. Penielitian olieh Giunawan, R.Priyanto, dan Saliundik t ientang Analisis 

Lingk iungan S iekitar Tambang Nik iel T ierhadap Kiualitas T iernak Sapi P iedaging di 

Kabiupat ien Halamahiera Timiur. Hasil pienielitian ini disimpiulkan bahwa; (1) 

kondisi lingkiungan bieriupa tanah, air, r iump iut dan kondisi kieamanan pangan 

bier iupa hati dan daging sapi yang di g iembalakan di siekitar tambang dan di liuar 

tambang rielatif aman dari ciemaran logam bierat Cd, dan As, namiun, pada air 

di siekitar tambang dan di liuar tambang t ierciemar logam bierat Pb mieliebihi 

ambang batas yang dit ietapkan. Siedangkan logam bierat Hg pada tanah, air, 

riump iut, hati dan daging sapi yang di g iembalakan di siekitar tambang nikiel 

mieliebihi ambang batas yang dit ietapkan, maka p ierliu diwaspadai t iec iemarnya 

logam bierat pada maniusia. S iedangkan logam bierat Hg di liuar tambang tidak 

mieliebihi ambang batas, siehingga prodiuk pangan bieriupa hati dan daging sapi 

layak dikonsiumsi olieh masyarakat. (2) Pienggiunaan air baik disiekitar maiup iun 

diliuar tambang p ierliu dipierhatikan kariena kadar logam bierat Pb mieliebihi 

ambang batas. (3) Lokasi di liuar ar iea tambang rielatif liebih aman dari 

pienciemaran Hg baik pada tanah, air, riumpiut, daging, maiupiun hati. Pierbiedaan 

diengan pienielitian p ieniulis yakni pienielitian pieniuls bierkaitan diengan 

piertanggiungjawaban korporasi t ierkait aktivitas piertambangan yang ada, jadi 

sielain mienganalisis faktor pieniulis jiuga mienganalisis piertanggiungjawaban 

sierta miengiusiulkan konsiep id ieal atas piermasalahan yang ada. 

2. P ienielitian olieh Miuhammad Sibgat iullah Ag iussalim, Ariana, dan Ramlah Salieh 

t ientang Kier iusakan Lingkiungan Akibat Piertambangan Nik iel Di Kabiupat ien 

Kolaka Mielaliui P iend iekatan Politik Lingk iungan. Hasil st iudi ini miendapatkan 

kieriusakan lingkiungan akibat piertambangan nik iel kar iena biebierapa hal yait iu 

kiegiatan prodiuksi piertambangan di kawasan hiutan, masalah pierizinan 

piertambangan dan dinamika antara k iepientingan profit dan k ieriusakan 

lingkiungan yang dihasilkan dari k iegiatan piertambangan. P ierbiedaan diengan 

pienielitian p ieniulis yakni pienielitian p ieniuls bierkaitan diengan 

piertanggiungjawaban korporasi t ierkait aktivitas piertambangan yang ada, jadi 

sielain mienganalisis faktor pieniulis jiuga mienganalisis p iertanggiungjawaban 

sierta miengiusiulkan konsiep id ieal atas piermasalahan yang ada. 



14  

No 

. 

Jiudiul dan 
Tahiun 

Pienielitian 

Hasil P ienielitian Pierbiedaan diengan 

P ienielitian P ieniulis 

1. P ienielitian olieh 

Giunawan, 

R.Priyanto, dan 

Saliundik 

tientang 

Analisis 

Lingkiungan 

Siekitar 

Tambang Nik iel 

T ierhadap 

Kiualitas 

Tiernak Sapi 

Piedaging  di 

Kabiupat ien 

Halamahiera 

Timiur 

Hasil pienielitian ini disimp iulkan 

bahwa; (1) kondisi lingkiungan bieriupa 

tanah, air, r iumpiut dan kondisi 

kieamanan pangan bier iupa hati dan 

daging sapi yang di g iembalakan di 

siekitar tambang dan di liuar tambang 

rielatif aman dari ciemaran logam bierat 

Cd, dan As, namiun, pada air di siekitar 

tambang dan di liuar tambang 

tierciemar logam bierat Pb mieliebihi 

ambang batas yang dit ietapkan. 

S iedangkan logam bierat Hg pada 

tanah, air, riump iut, hati dan daging 

sapi yang di giembalakan di siekitar 

tambang nik iel mieliebihi ambang batas 

yang dit ietapkan, maka p ierliu 

diwaspadai t ieciemarnya logam bierat 

pada maniusia. S iedangkan logam 

bierat Hg di liuar tambang tidak 

mieliebihi ambang batas, siehingga 

prodiuk pangan bier iupa hati dan daging 

sapi layak dikonsiumsi olieh 

masyarakat. (2) P iengg iunaan air baik 

disiekitar maiupiun diliuar tambang 

pierliu dip ierhatikan kariena kadar 

logam bierat Pb mieliebihi ambang 

batas. (3) Lokasi di liuar ariea tambang 

rielatif liebih aman dari p ienciemaran 

Hg baik pada tanah, air, r iumpiut, 
                                        daging, maiupiun hati.
  

Pierbiedaan diengan 

pienielitian  pieniulis 

yakni pienielitian 

pieniuls    bierkaitan 

diengan 

piertanggiungjawaban 

korporasi    tierkait 

aktivitas 

piertambangan   yang 

ada, jadi    sielain 

mienganalisis   faktor 

p ieniulis        jiuga 

mienganalisis 

piertanggiungjawaban 

sierta  mieng iusiulkan 

konsiep   idieal     atas 

piermasalahan    yang 

ada. 

. 
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2. Pienielitian olieh 

Miuhammad 

Sibgat iullah 

Agiussalim, 

Ariana,  dan 

Ramlah Salieh 

tientang 

Kieriusakan 

Lingkiungan 

Akibat 

Piertambangan 

Nikiel   Di 

Kabiupat ien 

Kolaka Mielaliui 

Piendiekatan 

Politik 

Lingkiungan. 

Hasil st iudi ini miendapatkan 

kieriusakan lingk iungan akibat 

piertambangan nikiel kar iena biebierapa 

hal yait iu kiegiatan prodiuksi 

piertambangan di kawasan hiutan, 

masalah pierizinan piertambangan dan 

dinamika antara kiepientingan profit 

dan kieriusakan lingkiungan yang 

dihasilkan dari k iegiatan 

piertambangan. 

Pierbiedaan diengan 

pienielitian  pieniulis 

yakni pienielitian 

pieniuls    bierkaitan 

diengan 

piertanggiungjawaban 

korporasi    tierkait 

aktivitas 

piertambangan   yang 

ada, jadi    sielain 

mienganalisis   faktor 

p ieniulis        jiuga 

mienganalisis 

piertanggiungjawaban 

sierta  mieng iusiulkan 

konsiep   idieal     atas 

piermasalahan    yang 

ada. 

 

 

 

B. Kierangka tieori 

 

Ada banyak t ieori yang siudah dikiemiukan olieh para ahli miengienai ahli hiuk ium 

maiup iun sosial miengienai P iertangg iungjawaban korporasi atas p ienciemaran lingk iungan di 

wilayah masyarakat adat. P ienielitian ini liebih miengfokiuskan iunt iuk miemahami, 

miengid ientifikasi dan mienganalisis aliur fakta t ierjadinya P iertangg iungjawaban korporasi atas 

pienciemaran lingkiungan di wilayah masyarakat adat di Provinsi Mal iukiu iUtara. 

B iebierapa tieori di bawah ini siebagai kierangka tieori yang rielievan giuna miemahami 

P iertangg iungjawaban korporasi atas pienciemaran lingk iungan hid iup di wilayah 
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masyarakat adat di Indoniesia dan jiuga dapat miemahami pieng ielolaan piertambangan di 

Provinsi Maliuk iu iUtara. Tieori yang di g iunakan dalam pienielitian ini yait iu: 

1. T ieori P iertangg iungjawaban korporasi 

 

2. T ieori kieadilan 

 

Bierik iut ini biebierapa tieori yang bierkaitan t ientang p iertangg iungjawaban korporasi 

 

yait iu: 

 

1. Tieori p iertangg iungjawaban Korporasi 

 

a. Piertangg iungjawaban korporasi m ien iuriut Vicario ius Liability Thieory 

 

T ieori Vicario ius Liability mieriupakan doktrin piertanggiungjawaban p ienganti, 

yang liebih mieniekankan pada tangg iungjawaban pieng iur ius korporasi siebagai agien 

pierbiuatan dari korporasi siebagai agien pierbiuatan dari korporasi t iersiebiut. Di tiegaskan 

olieh Paiul Dobson, “A corporation is vicario iusly liablie for thie acts of its iemployieies or 

ients in normal sitiuations of vicarioius liability.” Mieniur iut doktrin ini maka 

siesieorang dapat di p iertanggiungjawabkan atas pierbiuatan dan kiesalahan orang lain. 

P iertangg iungjawaban diemikan hampir siemiuanya dit iujiukan pada d ielik iUndang-iundang, 

dan dasarnya adalah maksiud p iemb iuat iUndang- iundang bahwa dielik ini dapat dilak iukan 

baik siecara Vicario ius maiupiun siecara langsiung. 
 

 

 

13 M iorai Saikti, ‘TINJAiUAiN YURIDIS DA iSA iR P iERTAiNGGUNGJAiWAiBA iN PIDA iNA i KiORPiORAiSI 

TiERHAiDAiP PT. WA iHAiNA i  PAiMUNAiH LIMBAiH INDUSTRI (Studi Kaisus Putusain Niom ior : 

234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)’, 2016, 1–17. 
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Mieniur iut Barda Nawawi Ariief, Vicario ius liability adalah s iebiuah konsiep 

dibiebankannya p iertanggiung jawaban siesieorang dikar ienakan kiesalahan orang lain, 

misalnya s iep ierti pierbiuatan yang dilak iukan yang masih b ierada dalam lingkiup 

iekierjaan. Biegit iu jiuga mieniur iut Black mienjielaskan bahwa Vacario ius Liability adalah 

“tanggiungjawab hiuk ium tidak langs iung: misalnya tangg iungjawab piembieri k ierja atas 

tindakan sieorang majikan, ataiu prinsipal iunt iuk pierbiuatan mieliewan hiukium dan kontrak 

ien. Dapat dipahami dari d iua piengiertian t iersiebiut di atas, orang yang dimintai 

piertanggiungj awaban atas pierbiuatan orang lain, siemisal hiubiungan k ierja antara majikan 

diengan piekierjanya. Mieskipiun d iemikian p ierliu dipahami pierbiuatan yang dilak iukan olieh 

bawahannya dalam mienjalankan piekierjaannya ataiu dibawah instr iuksi majikannya. Jadi 

dimaknai yang mielakiukan pierbiuatan it iu p iek ierjanya siedangkan majikan sama siekali 

tidak mielakiukan pierbiuatan pidana t iersiebiut. 

 

Ajaran Vicario ius Liability ini diadopsi dari hiukium pierdata yang biasa dik ienal 

diengan pierbiuatan mielawan hiuk ium siebagaimana doctrinie of riespond ieat s iupierior. 

Kalaiu dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat mielakiukan k iesalahan hanya 

p ieng iur iusnya yang mielakiukan k iesalahan siebagaimana m ier ieka yang biertindak iunt iuk dan 

atas nama korporasi sierta mielak iukan pierbiuatan yang miendatangkan kieiunt iungan 

 

14 Ibnu Maiula inai Za ihidai, Airum Aiyu Liesta iri, aind Sindi Dwi Yunikie, ‘Pr iobl iema itikai Tindaik Pidainai  

Piersietubuhain Aintairai  Ainaik Laiki - Laiki Diengain Ainaik Pier iempuain’, Jurnail Riechtiens, 10.1 (2021), 1– 
12 <https://dioi. iorg/10.36835/r iechtiens.v10i1.958>. 

15 Kukuh Dwi Kurniaiwa in aind Dwi Raitnai  Indri Ha ipsairi, ‘Pierta inggungja iwa iba in Pida inai Kiorp ioraisi 

Mienurut Vicairiious Liaibility Th ieiory’, Jurnail Hukum Ius Quiai Iustum, 29.2 (2022), 324–46 

<https://dioi. iorg/10.20885/iustum.viol29.iss2.airt5>. 
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pada korporasi. Maxim t ierkait asas jiuga tiersiebiut mienjielaskan hiubiungan mastier dan 

siervant ataiu principal dan agient bierlakiu kiet ient iuan qiui facit pier ali ium facit pier sie, 

dimana orang yang mielakiukan pierbiuatan iunt iuk orang lain sama diengan dia siendiri 

yang mielakiukan p ierbiuatan it iu. 

Khana mienjielaskan 3 syarat yang har ius dip ieniuhi siebagai kiet ient iuan adanya 

piertanggiungjawaban pidana pada korporasi, yait iu pieng iur ius ataiu piekierja mielakiukan 

pierbiuatan pidana; p ierbiuatan pidana yang dilak iukan t iersiebiut masih dalam lingk iup 

piekierjaannya; dan p ierbiuatan pidana it iu dit iujiukan iunt iuk miendatangkan k ieiunt iungan 

kiepada korporasi. Syarat t iersiebiut siebagai batasan iunt iuk dapat dibierlakiukannya 

p iertangg iungjawaban p iengganti ini diengan mielihat dari kieadaan dari mast ier dan 

siervant. Inilah yang mienjadi iunsiur-iunsiur yang har ius dapat dibiuktikan kietika 

mienggiunakan piertangg iungjawaban pidana piengganti iuntiuk hiubiungan mast ier dan 

siervant di dalam t iubiuh korporasi. 

Vicario ius Liability ini dapat dit iemiukan pada RKH iUP viersi S iept iembier 2019, 

kietient iuan t ierkait p iertangg iungjawaban p iengganti ini pada pasal 37 hiuriuf b, 

mienyiebiutkan “ dalam hal dit ient iukan olieh iUndang- iundang, sietiap orang dapat dimintai 

p iertangg iungjawaban atas tindak pidana yang dilak iukan olieh orang lain.” Yang 

dijielaskan padda pienjielasannya “k iet ient iuan ini miengand iung asas p iertangg iungjawaban 

p iengganti (Vicario ius Liability) yang mieniet iukan bahwa sietiap orang biertangg iungjawab 

atas pierbiuatan yang dilak iukan olieh orang lain mielak iukan piek ierjaan ataiu pierbiuatan 
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iunt iuknya ataiu dalam batas pierintinya, misalnya pimpinan p ieriusahan yang 

biertanggiungjawab atas pierbiuatan bawahannya”. 

Hamzah Hatrik mienyampaikan pierliunya mienggiunakan konsiep ini dalam KiUHP 

Indoniesia dikar ienakan mielihat r iealita yang t ierjadi pierbiuatan korporasi mienimb iulkan 

kieriugian dan bahaya akibat dari aktivitas korporasi yang m iemiliki dampak liebih biesar 

baik it iu yang biersifat fisik, ataiup iun biaya sosial, dilain it iu yang mienjadi korban bisa 

jadi biukan hanya individ iu dan masyarakat, namiun jiuga piemierintah it iu siendiri. Diengan 

adanya konsiep ini pada hiuk ium pidana nasional siebagai cara pienanggiulangan korporasi 

yang mielakiukan tindak pidana d iengan alasan p ierlindiungan sosial sielain miendatang 

k ieriugian dan bahaya yang tinggi, riealitas di lapangan iupaya piengiungkapan iunt iuk 

miembiuktikan iunsiur kiesalahan dari korporasi yang mielakiukan tindak pidana it iu r iumit 

dan siulit. 

Diengan adanya konsiep ini, korporasi biertanggiung jawab atas pierbiuatan yang 

dilak iukan olieh para p ieng iur iusnya dalam mienjalankan korporasi m ielakiukan tindak 

pidana tanpa miempierhatikan liebih jaiuh t ierkait iunsiur kiesalahan p ielak iunya. Siemisal 

korporasi yang mienciemari siungai akibat piembiuangan limbah indiustri diengan 

didasarkan pada fakta piembiuatan limbah it iu korporasi dapat dinyatakan 

biertanggiungjawab atas p ienc iemaran it iu. 

Dalam t ieori ini pada siuat iu sisi biertientangan diengan nilai moral yang t ierkandiung 

pada prinsip kieadilan, dikar ienakan pada piemidanaan tidak hanya didasarkan pada 
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i i i i i               i i i  i 

pierbiuatan ataiu tidak mielakiukan pierbiuatan yang di larang olieh hiuk ium. Biegit iu piula 

mieniur iut Boisviert yang dik iutip olieh Kristian, t ierkait tieori ini sangat mienyimpang dari 

adanya doktrin miens r iea di kariena miemaknai siuatiu kiesalaahn yang dilak iukan olieh 

orang mielakiukan pierbiuatan pidana it iu dialihkandigantikan/dilimpahkan k ie pihak lain 

yang tidak mielak iukan kiesalahan siebagimana hiuk ium pierbiuatan yang dilarang olieh 

hiukium pidana. 

 

b. Strict liability 

 

Strict Liability ataiu tanggiung jawab miutlak adalah iunsiur kiesalaahan tidak p ierliu 

dibiuktikan olieh pihak piengiungat siebagai dasar piembayaran ganti r iugi. Yang mienjadi 

salah sat iu alasan mienapa Strict Liability yang dipakai ait iu kariena siulitnya 

miembiuktikan adanya k iesalahan pada dielik-d ielik lingkiungan hid iup. Di samping it iu 

jiuga mieningat korban dampak k iejahatan di bidang kiehiutanan ini siecara iumium tidak 

hanya miengiuras siumbier daya aalam, akan tietapi jiuga modal maniusia dan mod iel sosial 

yang cukup besar, dan bahkan model kelembangaan yang berkelanjutan.16 

Riudig ier Liummiert dalam t iulisannya Chang ies in Civil Liability Conciept 

 

mienyiebiutkan bahwa diengan p ierk iembangannya indiustrialisasi maka t ieori hiukium tidak 
 

 

 

 

16 Chrisnai Baigus aind ioth iers, ‘Strict Liaibility Sieba igaii Instrumien Pien iegaikain Hukum Lingkungain’, Va iriai  

Justiciai, 12.1 (2016), 42–62. 
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lagi bieraciuan yang mienghasilkan risiko yang biertambah biesar sierta makin r iumpitnya 

hiubiungan siebab akibat, Maka tieori hiukium tidak lagi bieraciuan pada konsiep k iesalahan 

dan bieraciuan pada konsiep risiko. Pierkiembangan ind iustry modiern t ielah miembawa sierta 

jiumlah risiko yang t ierjadi sietiap hari tidak dapat di hindarkan dari siudiut iekonomi. Ia 

t ielah mienimb iulkan dierita si piendierita hal t iersiebiut tidak dapat di tangg iungnya tanpa 

siuat iu ganti k ier iugian. S iejak piertiengahan abad k ie XIX, asas Stict Liability t ielah 

dipierkienalkan siekiurang-k iurangnya iunt iuk biebierapa macam kasius, yang siebagian biesar 

ierkaitan diengan risiko lingk iungan. 

Konsiep Strict Liability diartikan siebagai k iewajibann miutlak yang di hiubiungkan 

diengan ditimbiulkannya k ieriusakan. Salah sat iu ciri iutamanya tidak adanya p ie rsyaratan 

p ierliu adanya kiesalahan. Hal yang sienada dikiemiukan piula olieh Jamies iE. Kriier dalam 

tiulisannya iEnviromient Litigation and thie B iurdien of Prof, bahwa doktrin Strict Liability 

dapat mier iupakan bant iuan yang sangat biesar dalam pieradilan miengienai kasius-kasius 

lingk iungan, kar iena banyak k iegiatan-k iegiatan yang mieniuriut piengalaman mienimbiulkan 

kieriugian t ierhadap lingkiungan mieriupakan tindakan-tindakan yang bierbahaya, iunt iuk 

mana dapat dibierlakiukan kiet ient iuan tanggiung jawab tanpa k iesalahan. Faktor pienting 

lainnya yang bierkaitan diengan doktrin strict liability adalah bieban p iembiuktian. 

 

 

 

 

17 Nurul Listiya ini aind Ra ikhmait Niopliairdy, ‘Kaijia in Tierhaidaip Uu Ciptai Kierja i Klustier Lingkunga in Hidup 

Aistais Dihaipusnya i Prinsip Strict Liaibility’, AiL-ULUM : Jurnail Ilmu Siosia il Dain Humainiiora i, 8.2 

(2022), 42–53 <https://dioi.iorg/10.31602/ailsh.v8i2.8274>. 
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k 18 

Di sisi lain jiuga Mieniur iut prof. Barda Nawawi, tieori tiersiebiut dapat disiebiut jiuga 

diengan doktrin p iertangg iungjawaban pidana yang k ietat mieniuriut iUndang- iundang ataiu 

“Strict liability” Kierangka p iemikiran ini mieriupakan konsiek iu iensi dari korporasi 

siebagai siubjiek hiuk ium, yait iu dalam hal korporasi mielanggar ataiu tidak miemieniuhi 

iewajiban t iertient iu. 

 

T ieori ini digiunakan iunt iuk miemb ienarkan p iemb iebanan p iertanggiungjawaban 

kiepada korporasi atas tindak pidana yang dilak iukan olieh siesieorang yang biek ierja di 

lingkiungan siuat iu korporasi. Dalam t ieori ini piertanggiungjawaban dapat dibiebankan 

kiepada p ielakiu tindak pidana diengan tidak har ius tierdapat kiesalahan (kiesiengajaan ataiu 

kielalaian) pada p ielakiunya dibiuktikan. Dalam konsiepsi t iersiebiut, korporasi dianggap 

biertanggiungjawab atas pierbiuatan yang siecara fisik dilakiukan olieh piemiegang saham, 

piengiur ius, ag ien, wakil ataiu piegawainya. Di bidang hiuk ium pidana, “strict liability” 

bierarti niat jahat ataiu “miens riea” tidak har ius dib iuktikan dalam kaitan diengan satiu ataiu 

liebih iunsiur yang miencierminkan sifat mielawan hiukium ataiu “actius rieius”, mieskipiun 

niat, kiec ierobohan ataiu pieng ietahiuan miungkin disyaratkan dalam kaitan diengan iunsiur- 

iunsiur tindak pidana yang lain. 

T ieori Strict Liablity mieriupakan piengiec iualian t ierhadap asas “actius Nomornfacit 

rie ium, nisi miens sit riea”, ataiu tiada pidana tanpa k iesalahan. P ieniunt iut iumium dibiebaskan 

 

18 Subr iot io R Airiie S ietya iwa in aind ioth iers, ‘PiENiEGA iKA iN HUKUM P iENC iEMA iRA iN KUAiLITAiS AiIR 

SUNGA iI DI KiOTAi  SiERIBU SUNGA iI BiERBAiSIS STRICT LIAiBILITY’, 28–42. 
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dalam kiewajiban iuntiuk mielakiukan piembiuktian adanya miens riea (kiesiengajaan ataiu 

kielalaian) dari p ielakiu. P ieniunt iut tidak p ierliu miembiuktikan bahwa act ius rieius yang 

dilak iukan olieh pielakiunya didorong ataiu di dasari olieh siuat iu miens r iea. Kiewajiban bagi 

p ieniunt iut iumium hanyalah miemb iuktikan hiubiungan siebab akibat (kaiusalitas) antara 

act ius rieius dan pietaka yang timb iul. 

 

2. Tieori kieadilan 

 

a. Tieori kieadilan Aristotielies 

 

Pada pokoknya pandangan k ieadilan ini siebagai siuatiu piembierian hak piersamaan 

tapi biukan piersamarataan. Aristot ielies miemb iedakan hak piersamaanya siesiuai diengan 

hak proposional. Kiesamaan hak dipandangan man iusia siebagai siuat iu iunit ataiu wadah 

yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa siemiua orang ataiu sietiap warga niegara 

dihadapan hiuk ium sama. Kiesamaan proposional miembieri tiap orang apa yang mienjadi 

haknya siesiuai diengan kiemampiuan dan priestasi yang t ielah di lakiukannya. 

Liebih lanjiut, kieadilan mieniur iut pandangan Aristot ielies dibagi kiedalam diua 

pandangan macam k ieadilan, kieadilan “distrib iutiief” dan kieadilan “comm iulati ief”. 

Kieadilan distribiuti ief ialah k ieadilan yang miemb ierikan kiepada tiap orang porsi mieniur iut 

pr ietasinya. Kieadilan commiutatiief ialah kieadilan yang miemb ierikan sama banyaknya 
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kiepada sietiap orang tanpa miemb ieda-biedakan pr iestasinya dalam hal ini bierkaitan 

diengan pieranan t iukar mieniukar barang dan jasa. Dari p iembagian macam k ieadilan ini 

Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.19 

Kieadilan distribiutif mieniur iut Aristot ielies bierfok ius pada distribiusi, honor, 

k iekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. 

Diengan miengiesampingkan “p iemb iuktian” mat iematis, jielaslah bahwa apa yang ada di 

bienak Aristot ielies ialah distribiusi kiekayaan dan barang bierharga lain bierdasarkan nilai 

yang bierlakiu dikalangan warga. Distribiusi yang adil bolieh jadi mieriupakan distribiusi 

yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.20 

Di sisi lain, kieadilan kor iektif bierfok ius pada p iemb iet iulan siesiuat iu yang salah. Jika 

siuat iu pielanggaran di langgar ataiu kiesalahan dilakiukan, maka kieadilan koriektif 

bier iusaha miemb ierikan komp iensasi yang miemadai bagi pihak yang dirg iukan, jika siuat iu 

kiejahatan t ielah di lak iukan, maka hiukiuman yang siepantasnya p ierliu di bierikan k iepada 

si pielak iu. Bagimanapiun, kietidakadilan akanmiengakibatkan t ierganggiunya “kiesietaraan” 

yang siudah mapan ataiu tielah tierbient iuk. Kieadilan koriektif b iertiugas miembangiun 

kiembali kiesietaraan tiersiebiut. Dari iuraian ini nampak bahwa kieadilan koriektif 

 

 

 

19 R M Saiputr io, ‘Pien iega ikain Hukum Lingkungain Di Indion iesia i Ditinjaiu Dairi T ieiori Kiea idilain Airistiotielies’, 

JISIP (Jurnail Ilmu Siosiail Dain Piendidikain), 7.1 (2023), 25–32 

<https://dioi.iorg/10.58258/jisip.v7i1.3970/http>. 
20 Ra iimundus Buliet Na imaing, ‘Niega irai Da in Wairgai Niega irai Pierspiektif Airistiotielies’, Jurnail Ilmiaih 

Dinaimikai Siosiail, 4.2 (2020), 247 <https://dioi.iorg/10.38043/jids.v4i2.2449>. 
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mieriupakan wilayah pieradilan siedangkan kieadilan distribiutif mieriupakan bidangnya 

piemierintah. 

Dalam miembangiun arg iumiennya, Aristot ielies mieniekankan p ierliunya dilak iukan 

piembiedaan antara vonis yang miendasarkan kieadilan pada sifat kasius dan yang 

didasarkan pada watak man iusia yang iumium dan lazim, d iengan vonis yang 

bierlandaskan pandangan t iertient iu dari komiunitas hiuk ium t iert ient iu. Piembiedaan ini 

jangan dicampiuradiukkan diengan piembiedaan antara hiukium positif yang dit ietapkan 

dalam iundang-iundang dan hiukium adat. Kar iena, bierdasarkan piembiedaan Aristot ielies, 

diua p ienilaian yang t ierakhir it iu dapat mienjadi siumbier piertimbangan yang hanya 

miengaciu pada komiunitas t iert ient iu, siedangkan k iepiut iusan sier iupa yang lain, kiendati 

diwiujiudkan dalam bient iuk pieriundang- iundangan, tietap mieriupakan hiukium alam jika 

bisa didapatkan dari fitrah iumium maniusia. 

 

 

 

 

 

 
 


